
3. 

2. 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nornor 52, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5495); 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

I 

1. 

a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah 
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Besumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah 
diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 
Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, per1u diteta.pkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara 
Pernbagian, Penetapan Rincian Setiap Desa dan Penyaluran 
Dana Desa di Kabupaten Batang Tahun 2018; 

BUPATI BATANG, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN SETIAP DESA DAN 
PENYALURAN DANA DESATAHUN 2018 

PERATURAN BUPATI BATANG 

NOMOR 61 TAHUN 2017 

TENTANG 

BUPATI BATANG 
PROVINS] JAWA TENGAH 
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1998 tentang Perubahan 
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, 
Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten 
Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1998 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3381); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 ten tang Penetapan 
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359); 

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 112/PMK.07 /2017 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
50/PMK.07 /2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan 
Dana Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1081); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 
tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ( Berita Daerah 
Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015 
tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Serita Daerah 
Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 8); 
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9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan 
oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan 
Pennusyawaratan Desa. 

8. Kepala Desa adalah Pejabat pemerintahan desa yang mempunyai wewenang, 
tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan 
melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. 

7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 
masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati 
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

6. Pemerintahan Oesa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

5. Kepala Dinas adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi 
urusan Dana Desa. 

4. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan 
Dana Desa. 

3. Bupati adalah Bupati Batang. 

2. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan 
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Batang. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

PEMBAGIAN, 
PENYALURAN 

CARA 
DAN 

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA 
PENETAPAN RINCIAN SETIAP DESA 
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2018. 

Menetapkan 

12. Peraturan Bupati Batang Nomor 20 Tahun 2015 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah 
Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 20) 

13. Peraturan Bupati Batang Nomor 60 Tahun 2017 ten tang Tata 
Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa yang bersumber dari 
Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (Berita Daerah 
Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 60); 

MEMUTUSKAN : 



4 

21. Alokasi Formula adalah alokasi sebesar 20% (dua puluh perseratus) yang 
dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan 
Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis desa. 

20. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap 
Desa, yang besarannya dihitung dengan cara 77% (tujuh puluh tujuh 
perseratus) dari Anggaran Dana Desa. 

19. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian 
dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, 
ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber 
daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang 
sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. 

18. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai 
penyelenggaraan pernerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 

17. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang tennasuk 
didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan 
kewajiban desa tersebut. 

16. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat 
penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan 
Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang 
ditetapkan. 

15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening 
tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk 
menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran 
daerah pada Bank yang ditetapkan. 

14. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening 
tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan 
selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan 
negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral. 

13. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan 
untuk sebesar - besarnya kesejahteraan masyarakat desa. 

12. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau 
mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena 
perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa. 

11. Bendahara adalah unsur staf sekretaris desa yang membidangi urusan 
administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa. 

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa 
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 
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Peraturan Bupati ini antara lain: 
a. tata cara penghitungan pembagian dana desa; 
b. penetapan besaran dana desa; 
c. mekanisrne dan tahap penyaluran dana desa; 
d. prioritas penggunaan dana desa; 

BAB III 
RUANG LINGKUP 

Pasal 3 

(2) Tujuan Dana Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan keuangan Desa 
guna membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan 
bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, 
pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. 

( 1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman dalam pelaksanaan 
pembagian, penetapan dan penyaluran besaran Dana Desa. 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

28. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban 
dan pengawasan keuangan desa. 

27. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah 
Penjabaran dari RPJM Desa yang memuat kerangka ekonomi desa prioritas 
pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan 
langsung oleh pemerintah desa maupun ditempuh dengan mendorong 
partisipasi masyarakat dengan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah. 

26. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada 
kabupaten yang tidak habis disalurkan ke desa sampai akhir tahun anggaran 
atau Dana Desa yang disalurkan oleh Daerah kepada desa yang tidak habis 
digunakan oleh desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari sisa 
lebih perhitungan anggaran APBDesa. 

25. lndek Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka 
yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variabel 
ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan 
komunikasi. 

24. lndeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks 
yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat 
kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar Daerah. 

adalah 23. Jumlah Penduduk, Jumlah Penduduk Miskin, Luas Wilayah 
berdasarkan data dari Kementerian atau Lembaga yang membidangi. 

22. Alokasi Afirmasi adalah alokasi sebesar 3% (tiga perseratus) yang dihitung 
dengan memperhatikan desa sangat tertinggal dan desa tertinggal yang 
mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi. 
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(1) Bupati menetapkan besaran Dana Desa sebesar 167.511.031.000,- (seratus 
enam puluh tujuh milyar lima ratus sebelas juta tiga puluh satu ribu rupiah) 
untuk 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) Desa. 

(2) Besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

BABV 
PENETAPAN BESARAN DANA DESA 

Pasal 5 

(4) IKG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu IKG pada Kementerian 
Keuangan. 

AP aetiap Deaa = {(0,10 * Zl) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,2S * Z4t} * 
(DDKab · ADKabt 

Dana Desa setiap Desa 
rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total 
penduduk Desa kabupaten yang bersangkutan 
rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap Desa terhadap total 
penduduk miskin Desa kabupaten yang bersangkutan 
rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas 
wilayah Desa kabupaten yang bersangkutan 
rasio IKG setiap Desa terhadap total Desa IKG 
kabupaten yang bersangkutan 
besaran Dana Desa Kabupaten 
besaran Alokasi Dasar Kabupaten 

Keterangan: 
AF setiap desa = 
Zl = 

Z2 = 

Z3 = 

Z4 = 

DDKab = 
ADKab = 

(3) Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c 
dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

(2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
huruf b dihitung dengan bobot sebagai berikut: 
a. 10% (sepuluh perseratus) untukjumlah penduduk; 
b. 50% (lima puluh perseratus) untuk jumlah penduduk miskin; 
c. 15% (lima belas perseratus) untuk luas wilayah; dan 
d. 25% (dua puluh lima perseratus) untuk indek kesulitan geografis. 

( 1) Dana Desa setiap Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan 
berdasarkan : 
a. Alokasi Dasar; 
b. Alokasi Afirmasi; dan 
c. Alokasi Formula; 

BAB IV 
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PEMBAGIAN DANA DESA 

Pasal 4 

e. penyusunan dan penyampaian laporan realisasi penggunaan dana desa; 
f. pendampingan, pembinaan dan pengawasan; 
g. pemantauan dan evaluasi; dan 
h. sanksi administratif. 
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2. Tim Verifikasi Kecamatan meneliti berkas persyaratan, apabila telah 
lengkap dan benar maka tim verifikasi membubuhkan stempel 
verifikasi dan paraf serta dilampiri Berita Acara Verifikasi. 

3. Camat membuat pengantar pencairan Dana Desa Tahap I dan Tahap 
II; 

4. Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati. 

5. Apabila berkas sudah lengkap, Kecamatan membuat Surat 
Permohonan Pencairan Tahap I yang ditujukan kepada Bupati 
melalui Kepala Dinas melampirkan: 
a. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahun sebelumnya; 
b. Foto copy RKD; 
c. Rencana dana Pengeluaran Dana Desa 100%, 60% dan 40%; 
d. Kwitansi penerimaan, bermeterai cukup; 
e. Surat Pernyataan Kegiatan Pelaksanaan Dana Desa sudah 

tercantum dalam APBDes, bermaterai cukup;dan 
f. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana Desa 

Tahap I bermeterai cukup. 

Pasal 7 
Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 
ayat (3) dilaksanakan dengan: 
(1) Tahapan Pengajuan Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD. 

a. Tahap I: 
1. Kepala Desa membuat Surat Permohonan Pencairan Tahap I 

ditujukan kepada Bupati melalui Camat, dengan melampirkan: 
a. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan; 
b. RKP Desa; 
c. APBDesa tahun berjalan; 
d. Foto copy RKD; 
e. Rencana Dana Pengeluaran Dana Desa 100%, 60% dan 40% 
f. Kwitansi penerimaan, bermeterai cukup; 
g. Rincian RAB dan Design Tahap I, masing masing kegiatan; 
h. Foto kegiatan O % (nol perseratus]; 
1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana Desa Tahap 

I bermeterai cukup;dan 
J. Laporan Penggunaan Dana Desa Tahun sebelumnya. 

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke 
RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD. 

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara 
bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. tahap I, pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan 
b. tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus). 

(3) Penyaluran dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan paling lambat 7 {tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima 
di RKUD. 

BAB VI 
MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA DESA 

Pasal 6 
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(3) Kepala Dinas membuat Surat Permohonan Pencairan Tahap II ditujukan 
kepada Bupati melalui Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang 
membidangi urusan keuangan. 
a. Penggunaan Dana Desa Tahap I; 
b. Foto copy RKD (yang tertera penerimaan besaran 

Dana Desa tahap I); 
c. Rencana dana Pengeluaran Dana Desa 1 OOo/o, 60°/o, 40%; 
d. Surat Pemyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana Desa Tahap II 

bermeterai cukup; 
e. Surat Pemyataan Kegiatan Pelaksanaan Dana Desa sudah tercantum 

dalam APBDes, bermeterai cukup;dan 
f. Kwitansi penerimaan, bermeterai cukup. 

(2) Apabila berkas sudah lengkap, Camat membuat Surat Permohonan 
Pencairan Tahap II yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas, 
dengan melampirkan: 
a. Laporan Realisasi Penyaluran dan Konsolidasi Penggunaan Dana Desa 

Tahap I; 
b. Foto copy RKD (yang tertera penerimaan besaran Dana Desa tahap I); 
c. Rencana dana Pengeluaran Dana Desa 100%, 60%, 40%; 
d. Kwitansi penerimaan, bermeterai cukup; 
e. Surat Pemyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana Desa bermeterai 

cukup;dan 
f. Surat Pemyataan Kegiatan Pelaksanaan Dana Desa sudah tercantum 

dalam APBDes, bermeterai cukup. 

b. Tahap II: 
Kepala Desa membuat surat pennohonan pencairan Tahap II, kepada 
Bupati melalui Camat, dengan melampirkan: 
a. Laporan Realisasi Penyaluran dan Konsolidasi Penggunaan Dana Desa 

Tahap I; 
b. Foto copy RKD (yang tertera penerimaan besaran Dana Desa tahap I); 
c. Rencana dana Pengeluaran Dana Desa 100%, 60%, 40%; 
d. Kwitansi penerimaan, bermeterai cukup; 
e. Surat Pemyataan Tanggung Jawab Kepala Desa penggunaan Dana 

Desa Tahap II bermeterai cukup;dan 
f. Surat Pemyataan Kegiatan Pelaksanaan Dana Desa sudah tercantum 

dalam APBDes bermeterai cukup. 

6. Kepala Dinas membuat Surat Permohonan Pencairan Tahap I 
ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Organisasi Perangkat Daerah 
yang membidangi urusan keuangan dengan melampirkan: 
a. Foto copy RKD; 
b. Rencana dana Pengeluaran Dana Desa 100%, 60%, 40%; 
c. Kwitansi penerimaan, bermeterai cukup; 
d. Surat Pemyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana Desa 

Tahap I bermeterai cukup;dan 
e. Surat Pemyataan Kegiatan Pelaksanaan Dana Desa sudah 

tercantum dalam APBDes bermeterai cukup. 
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a) tambatan perahu; 
b) jalan pemukiman; 
c) jalan poros Desa; 
d} jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian; 

2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana 
prasarana transportasi, antara lain: 

a) pembangunan dan/ atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin; 
b) penerangan lingkungan pemukiman; 
c) pedestrian; 
d) drainase; 
e) selokan; 
f) tempat pembuangan sampah; 
g) gerobak sampah; 
h) kendaraan pengangkut sampah; 
i) mesin pengolah sampah; dan 
j) Sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai 

dengan keweanagan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 

1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana 
dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain: 

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana 
prasarana Desa. 

(1) Pembangunan Desa sebagaimana dirnaksud dalam pasal 8 huruf a meliputi: 

Pasal 9 

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai Pelaksanaan Program dan Kegiatan 
berskala lokal desa bidang: 
a. Pembangunan Desa; dan 
b. Pemberdayaan Masyarakat Desa. 

BAB VII 
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA 

Pasal 8 

(4) format pengajuan Dana Desa: 
a. Pengantar Desa {per tahap); 
b. Pengantar Kecamatan (per tahap); 
c. Kuitansi; 
d. Pernyataan tanggung jawab Kepala Desa; 
e. Pernyata.an pelaksanaan kegiatan Dana Desa sudah tercantum dalam 

APB Des; 
f. Rencana Dana Pengeluaran Dana Desa; 
g. Berita Acara Verifikasi Camat; 
h. Surat Permintaan Pembayaran (SPP); 
1. Rencana Anggaran Biaya (RAB); dan 
j. Laporan Realisasi Penyaluran dan Konsolidasi penggunaan Dana Desa. 
Sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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a) taman bacaan masyarakat; 

2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana 
prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain: 

a) air bersih berskala Desa; 
b) sanitasi lingkungan; 
c) jambanisasi; 
d) mandi, cuci, kakus (MCK); 
e) mobil/kapal motor untuk ambulance Desa; 
f) alat bantu penyandang disabilitas; 
g) panti rehabilitasi penyandang disabilitas; 
h) balai pengobatan; 
i) posyandu; 
j) poskesdes/polindes; 
k) posbindu; 
l) reagen rapid tes kid untuk menguji sampel-sampel makanan; dan 
m) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan 

kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 

1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana 
prasarana kesehatan, antara lain: 

b. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar. 

a) jaringan internet untuk warga Desa; 
b) website Desa; 
c) peralatan pengeras suara (loudspeaker); 
d) telepon umum; 
e) radio Single Side Band (SSB); dan 
f) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan 

kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 

4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan 
prasarana infonnasi dan komunikasi, antara lain: 

a) pembangkit listrik tenaga mikrohidro; 
b) pembangkit listrik tenaga diesel; 
c) pembangkit listrik tenaga matahari; 
d) instalasi biogas; 
e) jaringan distribusi tenaga listrik; dan 
f) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan 

Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 

3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana 
dan prasarana energi, antara lain: 

e) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata; 
f) jembatan Desa; 
g) gorong-gorong; 
h) terminal Desa; dan 
i) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan 

kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 
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a) pengeringan basil pertanian seperti : lantai jemuran gabah, jagung 
.kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan; 

b) lumbung Desa; 
c) gedung pendingin (cold storage); dan 
d) sarana dan prasarana pengolahan basil pertanian lainnya yang 

sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam 
musyawarah Desa. 

2) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemelibaraan sarana dan 
prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahan pangan dan usaha 
pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan 
produk unggulan desa dan/ atau produk unggulan kawasan perdesaan, 
antara lain: 

a) bendungan berskala kecil; 
b) pembangunan atau perbaikan embung; 
c) irigasi Desa; 
d) percetakan lahan pertanian; 
e) kolam ikan; 
f) kapal penagkap ikan; 
g) tempat pendaratan kapal penangkap ikan; 
h) tambak garam; 
i] kandang temak; 
j) mesin pakan temak; 
k) gedung penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan 
1) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai 

dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam 
musyawarah Desa. 

1) Pengadaan, pembangunan pengembangan dan pemeliharaan sarana 
prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahan pangan dan usaha 
pertanian berskala produktif yang difakuskan kepada pembentukan dan 
pengembangan produk unggulan desa dan/ atau produk unggulan 
kawasan perdesaan, antara lain: 

c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana 
prasarana usaha ekonomi Desa. 

sanggar sem; 
film dokumenter; 
peralatan kesenian; dan 
sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai 
dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 

b) bangunan PAUD; 
c) buku dan peralatan belajar PAUD lainnya; 
d] wahana permainan anak di PAUD; 
e) taman belajar keagamaan; 
f) bangunan perpustakaan Desa; 
g} buku/bahan bacaan; 
h) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat; 
i) 
j) 
k) 
1) 
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a) penggilingan padi; 
b) peraut kelapa; 
c) penepung biji-bijian; 
d) pencacah pakan temak; 
e) sangrai kopi; 
t) pemotong/ pengiris buah dan sayuran; 

6) Pengadaan, pernbangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan 
prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang 
difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan 
desa/ atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain: 

a) produk wisata; 
b) panggung hiburan; 
c) kios cinderamata; 
d) kios warung makan; 
e) wahana pennaian anak; 
f) wahana permainan outbound; 
g) taman rekreasi; 
h) tempat penjuan tiket; 
i) rumah penginepan; 
j) angkutan wisata; dan 
k) sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang 

sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah 
Desa. 

5) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan 
prasarana Desa Wisata, antara lain: 

a) pasar Desa; 
b) pasar sayur; 
c) pasar hewan; 
d) tempat pelelangan ikan; 
e) toko online; 
t) gedung barang; dan 
g) sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan 

kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 

4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatn dan pemeliharaan sarana dan 
prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan 
pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggu1an 
kawasan perdesaan, antara lain: 

a) mesin jahit; 
b) peralatan bengkel kendaraan bennotor; 
c) mesin bubut untuk mebeler; dan 
d) sarana prasarana jasa dan industry kecil Iainnya yang sesuai dengan 

kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. 

3) Pengadaan, pernbangunan, pemanfataan dan pemeliharaan sarana dan 
prasarana jasa dan industry kecil yang difokuskan kepada pembentukan 
dan pengembangan produk unggulan desa dan/ atau produk unggulan 
kawasan perdesaan, antara lain: 



a. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar 
1) pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain: 

a) penyediaan air bersih; 
b) pelayanan kesehatan lingkungan; 
c) kampaye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti 

penyakit menular, penyakit seksual, HIV/ AIDS, tuberkolosis, 
hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa; 

d) bantuan insetifuntuk kader kesehatan masyarakat; 
e) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk 

peningkatangizi bagi balita dan anak sekolah; 
f) kampaye dan promosi hak-hak anak, keterampilan pengasuhan 

anak dam perlindungan Anak; 
g) pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan; 
h) perawatan kesehatan dan/ atau pendampingan untuk ibu hamil, 

nifas dan menyusui; 
i) pengobatan untuk lansia; 
j) keluarga berencana; 
k) pengelolaankegiatan rehabilitasi bagi peyandang disabilitas; 
1) pelatihan kader kesehatan masyarakat; 
m) pelatihan hak-hak anak, keterampilan pengasuhan anak dan 

perlindungan Anak; 
n) pelatihan pangan yang sehat dan aman; 
o) pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman; dan 

13 

(2) Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf 
b meliputi: 

1) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi; 
2) pembangunan gedung pengungsian; 
3) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; 
4) rehabilitasi dan rekontruksi lingkungan perumahan yang terkena 

bencana alam; dan 
5) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai 

dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musrawarah; 

e. Pengadaan, pernbangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana 
prasarana untuk penanggulangan bencana alam/ atau kejadian luar biasa 
lainnya yang meliputi: 

1) pembuatan terasiring; 
2) kolam untuk mata air; 
3) plengsengan sungai; 
4) pencegahan abrasi pantai; 
5) sarana dan prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang 

sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah. 

d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana 
prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup, antara lain: 

g) pompa air; 
h) traktor mini; dan 
i) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa 

dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 
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c. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan 
prasarana ekonomi 

a) sistem informasi Desa; 
b) koran Desa; 
c] website Desa; 
d) radio komunitas; dan 
e) pengelolaan informasi dan kornunikasi lainnya yang sesuai dengan 

kewenangan Desa dan diputuskan dalam rnusyawarah Desa. 

4) pengelolaan inforrnasi dan kornunikasi, antara lain: 

a) pengolahan limbah petemakan untuk energi biogas; 
b) pembuatan bioethanol dari ubi kayu; 
c) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel; 
d) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan 
e) Pengernbangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan 

kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 

3) pengembangan energi terbarukan, antara lain: 

a) pengelolaan terminal Desa; 
b) pengelolaan tambatan perahu; dan 
c) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan dengan 

kewenangan Desa yang diputuskan dengan rnusyawarah Desa. 

2) pengelolaan transportasi Desa, antara lain: 

a) pengelolaan sampah berskala rumah tangga; 
b) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan 
c) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan 

kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 

1) pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain: 

b. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan 
teknis dan sumber daya lokal yang tersedia. 

a) bantuan insentif guru PAUD; 
b) bantuan insentif guru tarnan belajar keagamaan; 
c) penyelenggaraan pelatihan kerja; 
d) penyelengaraan kursus seni budaya; 
e) bantuan pemberdayaan bidang olahraga; 
t) pelatihan pembuatan film dokumenter; dan 
g) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang 

sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam 
musyawarah Desa. 

p) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa 
lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan 
dalam musyawarah Desa. 

2) pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara 
lain: 
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a) pendirian BUMDesa dan/atau BUM Desa Bersama; 
b) penyertaan modal BUM Desa dan/ atau BUM Desa Bersama; 
c) penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama; 

dan 

4) pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, 
antara lain: 

a) meubelair kayu dan rotan, 
b) alat-alat rumah tangga, 
c) pakaian jadi/konveksi 
d) kerajinan tangan; 
e) kain tenun; 
f) kain batik; 
g) bengkel kendaraan bermotor; 
h) pedagang di pasar; 
i) pedagang pengepul; dan 
j) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan 

kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 

1) pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan 
usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan 
pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan 
kawasan perdesaan, antara lain: 
a) pembibitan tanaman pangan; 
b) pembibitan tanaman keras; 
c) pengadaan pupuk; 
d) pembenihan ikan air tawar; 
e) pengelolaan usaha hutan Desa; 
t) pengelolaan usaha hutan sosial; 
g) pengadaan bibit/ induk temak; 
h) inseminasi buatan; 
i) pengadaan pakan temak; dan 
j) sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai 

dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah 
Desa. 

2) pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan 
pangandan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa 
satu produk unggulan, antara lain: 
a) tepung tapioka; 
b] kerupuk; 
c) keripik jamur; 
d) keripik jagung; 
e) ikan asin; 
f) abon sapi; 
g) susu sapi; 
h) kopi; 
i) coklat; 
j) karet; dan 
k) pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan 

kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 
3) pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan pada 

kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain: 



a) sosialisasi TTG; 
b) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/ atau an tar Desa 
c) percontohan TI'G untuk produksi pertanian, pengembangan sumber 

energi perDesaan, pengembangan sarana transportasi dan 
komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan 

d) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan 
kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 
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8) pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TI'G) untuk 
kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan 
pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan 
kawasan perdesaan, antara lain: 

a) hutan kemasyarakatan; 
b) hutan tanaman rakyat; 
c} kemitraan kehutanan; 
d) pembentukan usaha ekonomi masyarakat; 
e) bantuan sarana produk, distribusi dan pemasaran untuk usaha 

ekonomi masyarakat; dan 
f) pembentukan dan pengembangan usaha ekonorni lainnya yang 

sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam 
musyawarah Desa. 

7) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakatdan/atau 
koperasi yang difokuskan kepada pembentuk.an dan pengembangan 
produk unggulan desa dan / atau prod.uk unggulan kawasan perdesaan, 
antara lain: 

a) pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olah raga; 
b) pengadaan dan penyewaan alat transportasi; 
c) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan 
d) pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang 

sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dengan 
musyawarah Desa. 

6) pengembangan usaha BUM Desa dan/ atau BUM Desa Bersama yang 
difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain: 

a. pengelolaan hutan Desa; 
b. pengelolaan hutan adat; 
c. industri air minum; 
d. industri pariwisata Desa; 
e. industri pengolahan ikan; dan 
f. produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa 

diputuskan dalam musyawarah Desa. 

5) pengembangan usaha BUM Desa dan/ atau BUM Desa Bersama yang 
difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan 
desa dan/ atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain: 

d) Kegiatan pengembangan BUM Desa dan atau BUM Desa Bersama 
lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam 
musyawarah Desa. 
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f. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang 
demokratis dan berkeadilan social. 
1) Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan 

Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain: 
a) pengembangan sistem informasi Desa; 
b) pengembangan pusat kemasyarakatan atau balai rakyat; dan 
c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi 

Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. 
2) Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara 

berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan 
sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain: 
a) penyusunan arah pengembangan Desa; 
b) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang 

berkelanjutan; dan 
c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan 

diputuskan dalam musyawarah Desa. 
3) Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, 

potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain: 

1. pembibitan pohon langka; 
2. reboisasi; 
3. rehabilitasi lahan gambut; 
4. pembersihan daerah aliran sungai; 
5. pemeliharaan hutan bakau; 
6. perlindungan terumbu karang; dan 
7. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan 

dalam musyawarah Desa. 

e. pelestarian lingkungan hidup antara lain: 

1. penyediaan layanan infonnasi tentang bencana alam; 
2. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam; 
3. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan 
4. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan 

analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam 
musyawarah Desa. 

d. penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana 
serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi: 

a) penyediaan infonnasi harga/ pasar; 
b) pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat 

dan/ atau koperasi; 
c) kerjasama perdagangan antar Desa; 
d) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan 
e) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan dengan 

kewenangan Desa yang diputuskan dengan musyawarah Desa. 

9) pengelolaan pemasaran basil produksi usaha BUM Desa dan usaha 
ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan 
pengembangan produk unggulan desa dan/ atau produk unggulan 
kawasan perdesaan, antara lain: 
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8) Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya 
manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Desa 
yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk 
unggulan desa dan/ atau produk unggulan kawasan perdesaan, 
antara lain: 
a) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan 

perdagangan; 
b) pelatihan teknologi tepat guna; 
c) pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi 

Desa; dan 

7) Melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan 
pelatihan kades pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di 
Desa. 

a) Penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal 
strategis yang akan dibahas dalam musyawarah Desa; 

b) Penyelenggaraan musyawarah Desa; dan 
c) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang 

diputuskan dalam musyawarah desa. 

6) Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa 
yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain: 

a) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis 
data digital; 

b] pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk 
publik; 

c) pengembangan sistem informasi Desa; dan 
d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang 

diputuskan dalam musyawarah Desa. 

5) Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam 
pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara 
lain: 

a) sosialisasi penggunaan dana Desa; 
b) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga 

disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; 
c) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, 

perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan 
d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan 

dalam musyawarah Desa. 

4) Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada 
kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan 
kelompok marginal, antara lain: 

a) pendataan potensi dan aset Desa; 
b) penyusunan profil Desa/ data Desa; 
c) penyusunan peta aset Desa; dan 
d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang 

diputuskan dalam musyawarah Desa. 
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a. Desa Tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan 
pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada membuka lapangan kerja 
dan/atau usaha baru, serta bantuan penyiapan infrastruktur bagi 
terselenggaranya kerja dan usaha warga atau masyarakat baik dari proses 
produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses 
kehidupan masyarakat desa; 

b. Desa berkembang, memprioritaskan pemberdayaan masyarakat yang 
bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja dan/ atau proses 
produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses 
modal/fasilitas keuangan;dan 

c. Desa maju dan/atau mandiri, mengembangkan kegiatan pemberdayaan 
masyarakat, yang visioner dengan menjadikan desa sebagai lumbung ekonomi 
atau kapital rakyat, dimana desa dapat menghidupi dirinya sendiri atau 
memiliki kedaulatan ekonomi, serta mampu mengembangkan potensi atau 
sumberdaya ekonomi atau manusia dan kapital desa secara berkelanjutan. 

Pasal 11 

(1) Tipologi desa merupakan fakta, karakteristik clan kondisi nyata yang khas, 
keadaan terkini di desa, maupun keadaan yang berubah, berkembang clan 
diharapkan terjadi dimasa depan (visi desa). 

(2) Pengelompokan tipologi desa sebagaimana ayat (1) tercantum dalam Lampiran 
III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB VIII 
PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI 

PENGGUNAAN DANA DESA 
Bagian kesatu 

Penyusunan dan Penyampaian 

Perencanaan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
dilakukan dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan tipologi desa 
berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, yaitu : 

Pasal 10 

d) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung 
pembentukan clan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau 
produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan 
Desa clan diputuskan dalam musyawarah Desa. 

9) Melakukan pengawasan clan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa clan Pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh 
masyarakat Desa, antara lain: 
a) pemantau berbasis komonitas; 
b) audit berbasis komonitas; 
c) pengembangan unit pengaduan di desa; 
d) pengembangan bantuan hukum clan paralegal Desa untuk 

penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa; 
e) pengembangan kapasitas paralegal Desa; 
f) Penyelenggaraan musyawarah desa untuk pertanggungjawaban clan 

serah terima basil pembangunan Desa; clan 
g) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang 

diputuskan dalam musyawarah Desa. 



(2) Sistematika laporan akhir pelaksanaan penggunaan Dana Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) sebagai berikut: 
a. Pendahuluan; 
b. Program Kerja di Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan 

masyarakat Desa; 
c. Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa; 
d. Permasalahan yang dihadapi dan upaya yang telah dilakukan untuk 
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(1) Kepala Desa setiap akhir tahun wajib menyampaikan laporan akhir 
pelaksanaan Dana Desa, yang meliputi: 
a. perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana; dan 
b. masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian basil akhir 

penggunaan Dana Desa. 

Pasal 15 

(2) Penyampaian laporan realisasi penyaluran dan capaian out put penggunaan 
Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan 
ketentuan: 
a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli Tahun Anggaran 

berjalan;dan 
b. Tahap II paling lambat minggu kedua bulan Januari Tahun Anggaran 

berikutnya. 

(1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan 
laporan realisasi penyerapan dan capaian out put penggunaan Dana Desa 
Tahap I dan Tahap II kepada Bupati. 

Bagian Kedua 
La.po ran 
Pasal 14 

( 1) Surat pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa dibuat oleh Pelaksana 
Teknis Kegiatan Desa dan diketahui oleh Kepala Desa serta terintegrasi 
dengan surat pertanggungjawaban APBDesa. 

{2) Semua penerimaan dan pengeluaran Dana Desa dicatat dan dibukukan 
dalam Buku Kas Pembantu oleh Bendahara Desa, sebagai bagian yang tidak 
terpisahkan dari Buku Kas Umum Desa. 

(3) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa dibuat oleh Sekretaris Desa selaku 
Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa. 

(4) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan dan konsolidasi 
Dana Desa kepada Bupati, c.q. Kepala Dinas dengan tembusan Kepala 
Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan dan Camat 
paling lambat tanggal 10 (sepuluh) Januari Tahun Anggaran berikutnya. 

(5) Laporan realisasi penggunaan dan konsolidasi Dana Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) dikoordinir oleh Carnat. 

Pasal 13 

Pengelolaan Keuangan Desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang 
undangan dalarn masa 1 (satu) Tahun Anggaran terhitung mulai tanggal 
1 Januari sarnpai dengan tanggal 31 Desember. 

Pasal 12 
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(1) Pemantauan, pembinaan, monitoring dan evaluasi atas penggunaan Dana 
Desa dilakukan oleh tim Kabupaten yang dibentuk Bupati. 

(2) Tim verifikasi dan monitoring Kecamatan dibentuk oleh Bupati. 

BABX 
PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

Pasal 17 

(2) Pembinan Dan Pengawasan 
a. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten wajib membina dan mengawasi 

pelaksanaan penggunaan dana desa; 
b. Pembinaan dan pengawasan pemerintah provinsi dan Kabupaten meliputi : 

1. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan dana desa; 
2. membuat pedoman teknis kegiatan yang dapat didanai dari Dana Desa; 
3. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan penggunaan Dana 

Desa; dan 
4. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan 

pengelolaan dan penggunaan Dana Desa. 
c. Pembinaan dan pengawasan Camat meliputi: 

1. memfasilitasi penggunaan dan pengelolaan Dana Desa; 
2. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi terkait penggunaan 

dan pengelolaan Dana Desa;dan 
3. melakukan pengawasan penggunaan dan pengelolaan Dana Desa 

( 1) Pendampingan 
a. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dengan 

pendekatan pemberdayaan masyarakat Desa, intinya adalah masyarakat 
desa didampingi untuk terlibat aktif dalam penetapan prioritas penggunaan 
Dana Desa, sehingga dana desa dipastikan membiayai kegiatan-kegiatan 
yang dibutuhkan oleh masyarakat desa. 

b. Undang-Undang Desa memandatkan bahwa penyelenggaraan 
pemberdayaan masyarakat desa dilakukan dengan memberikan 
pendampingan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan 
pembangunan desa. 

c. Pendampingan desa dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan. 
d. Pendampingan desa pada level desa secara teknis dilaksanakan oleh Satuan 

Kerja Perangkat Daerah Kabupaten dan dapat dibantu oleh Tenaga 
Pendamping Profesional, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan atau 
Pihak Ketiga sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. 

BAB IX 
PENDAMPINGAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 16 

mengatasi pennasalahan tersebut; dan 
e. Penutup. 

(3) Laporan Akhir Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dikirim kepada Bupati, c.q. Kepala Dinas, dengan tembusan 
Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan 
dan Camat. 

( 4) Laporan Akhir Pelaksanaan Penggunaan dan konsolidasi Dana Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dikoordinir oleh Camat. 
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Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang. 

KETENTUANPENUTUP 
Pasal 20 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

BAB XII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 19 
( 1) Peraturan Bupati Nomor 10 tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian, 

Penetapan Rincian Setiap Desa dan Penyaluran dana Desa Tahun Anggaran 
2017 dicabut dan tidak berlaku lagi. 

{2} Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa yang sedang dilaksanakan pada saat mulai 
berlakunya Peraturan Bupati ini tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak 
bertentangan dengan Peraturan Bupati ini. 

BAB XI 
SANKS! ADMINISTRASI 

Pasal 18 
Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalarn hal: 
a. Kepala Desa tidak menyampaikan surat permohonan pengajuan pencairan 

Dana Desa beserta lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) 
huruf a angka 2; 

b. Kepala Desa tidak menyampaikan Laporan Realisasi Penyaluran dan 
konsolidasi Dana Desa; 

c. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelurnnya Iebih dari 30% 
(tiga puluh perseratus);dan 

d. Terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh Aparat Pengawas Fungsional di 
Dae rah. 

(3) Pcngawasan tcrhadap pcnggunaan Dana Dcsa dilaksanakan olch aparat 
pengawas fungsional intern dan masyarakat. 

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 4 Desember 2017

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

SRI SUGENG PRIYANTO, SH
Penata Tingkat I

NIP. 19701114 199412 1 001 

HKM
Typewritten text
Diundangkan di Batangpada tanggal 4 Desember 2017

HKM
Typewritten text
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,ttdNASIKHIN

HKM
Typewritten text
BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2017 NOMOR 61
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Bi dang Kegiatan Tujuan 

A. Pembangunan Desa 

1. pembangunan,pen~mbangandan a. pembangunan/pengadaan - memenuhi dan mendekatkan 
pemeliharaan sarana prasarana tandon air/bak penampung air akseskubutuhan air bersih 
lingkungan pennukiman hujan atau air bersih dari untuk penduduk Desa; 

sumber mata air. - membangun/ pengadaan baru 
untuk bak penampung air 
hujan 

b. pemeliharaan saluran air mencegah kerusakan saluran 
bersih dari sum her mata air ke air bersih men jam.in 
rumah-rumah penduduk. pemenuhan kebutuhan air 

bersih untuk penduduk 

2. pembangunan, pengembangan dan a. pemb&ngunan jalan po roe m.eningkatkan kualitas jalan 
pemeliharaan sarana prasarana Desa poros Desa; 
tansportasi memudahkan d.istribusi hasil 

pertanian. 

o. pembangunan jalarl meningkatkan kualitas jalan 
linglrungan Desa linglrungan Desa; 

memudahkan transportasi 
basil pertanian. 

3. pembangunan, pengembangan dan membangun pembangkit listrik memaksimalkan pemanfaatan 
pemeliharaan sarana prasarana enaga mikro hidro clan biogas sumberdaya sungai untuk 
energi. pemenuhan energi di Desa. 

Memaksimalkan pemanfaatan 
kotoran temak. 

4. pembangunan, pengembangan dan Pengadaan, pembangunan dan Mewujudkan e-govemment di 
pemeliharaan sarana prasarana oengembangan sistem informasi Desa. 
informasi dan komunika.si. ~an komunika.si Desa 

5. pembangunan, pengembangan dan a. Pembangunan poskesdes, mendorong optimalisasi 
pemeliharaan sarana prasarana polindes dan balai posyandu. kegiatan pelayanan kesehatan 
kesehatan masyarakat masyarakat. 

Tipologi Desa Pegunungan /Dataran Tinggi, Pertanian Pangan, Tertinggal 
dan Sangat Tertinggal 

: Pertanian Sayur Mayur (Kentang, Kol, Wortel dll) Produk Unggulan 

PENGELOMPOKAN TIPOLOGI DESA 

LAMPIRAN II 
PERATURAN BUPATI BATANG 
NOMOR TAHUN 2018 
TENTANG 
TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN 
RINCIAN SETIAP DESA DAN 
PENYALURAN DANA DESA TAHUN 
2018 

61



meningkatkan keterampilan 
penduduk mengelola 
pertanian organik; 
men.ingkatkan nilai tambah 
komiditas ekonomi lokal. 
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2. Peningkatan kapasitas pelaku 
usaha ekonomi Desa melalui pelati a. pelatihan pertanian organik 
han dan pemagangan. 

membantu pengembangan 
usaha ekonomi di Desa. c. bantuan permodalan 

meningkatkan pengetahuan 
dan keterampilan pengurus 
a tau anggota ~ ... i .. TT 

mengembangkan usaha 
ekonomi di Desa 

Meningka.tkan usaha ekonomi 
di Desa. 

b. pelatihan manajemen usaha 
BUM Desa/BUM Desa 
Bersama. 

1. Dukungan kegiatan ekonomi baik a. Pendirian dan pengembangan 
yang dik.embangkan oleh BUM BUM Desa/ BUMDesa 
Desa/ BUM Desa Bersma, bersama. 

A. Pemberdayaan Masyarakat Desa 

8. program/kegiatan lainya yang 
sesuai 
dengan analisis kebutuhan dan 
kondisi 
Desa yang diputuskan dalam 
musvawarah Desa 

d. pembangunan saran mendorong kesadaran petani 
prasarana pengolahan memanfaatkan pupuk organik; 
kompos/pupuk kandang 
untuk pupuk organik. 

p, pembangunan kandang ternak l, mengembangkan usaha 
petemakan pendukung usaha 
pertanian 
meningkatkan pendapatan 
peternak dan petani sayur 

pendapatan • meningkatkan 
oetani savur 

'" mengurangi tingginya biaya 
produksi pengolahan basil 
pertanian. 

'" meningkatkan pendapatan 
petani sayur 

Pemenuhan kebutuhan medis 
dalam mendukung kesehatan 
masyaraka.t Desa. 

c. Pengadaan kebutuhan medis 
(obat-obatan, vitamin, makan 
tambahan, dan lain-lain) 
dalam mendukung kesehatan 
masyarakat Desa. 

7. pengadaan, pembangunan, a. pembibitan tanaman sayur- 
pengem bangan dan pemelihar Q,Q.£' sayuran 
sarana prasarana usaha ekonomi 
pertanian yang berakala produkti.J 
dan usaha ekonomi lainnya yang 
meliputi produksi, distribusi den 
pemasaran untuk Ketahan,~An,t-:b-.-pe-m~ban--gu-n_an_pa_sar--sa-yu-r---t-i--m_e_n_in_gka--tkan------alc-se---l~l: 
pangan. mayur pemasaran hasil produksi 

pertanian 

6. pembangunan, pengembangan dan Pembangunan dan memenuhi kebutuhan 
pemeliharaan sarane prasarana pengembangan gedung PAUD pendidikan dasar untuk anal! 
pendidikan, sosial dan kebudayaan balita/usia dini; 

b.pengadaan alat-alat kesehatan Pemenuhan peralatan 
untuk poskesdes/polindes kesehatan masyarakat Desa. 
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6. program/kegiatan lainya yan 
sesuai dengan analisis kebutuh 
dan kondisi Desa yang diputus 
da1am musyawarah desa 

meluaskan pemaham 
masyarakat Desa tentan 
ancaman penyakit di Desa. 

mendorong perilaku 
bersih dan schat. 

b. Edukasi gcrakan 
bersih dan sehat di Desa. 

a. Sosialisasi ancaman penyaki 
di Desa. 

b. pelatihan 
mediasi scngketa huku 
berkaitan pengelolaan assc 
Desa serta penyim.oa~anl 
penggunaan keuangan d 
aset Desa, 

Sosialisasi dan edukasi kesehatan 5· masyarakat. 

- meningkatkan penyelesaian 
sengketa hukum da1a.m 
penggunaa aset Desa. 
meningkatkan pencegahan 
clan penanganan korupsi 

meningkatkan 
masyarakat 
menyelesaikan 
hukum secara mandiri 
melalui jalur pengadilan 

4. pengorganisasian masyarakat, a. pelatihan paralegal Desa. 
fasilitasi, bantuan huku 
masyarakat danpelatihan paraleg 
di Desa 

b. pelatihan pengolahan meningkatkan pengetahu 
pemasaran basil pertaruars masyarakat terhadap berba 
dan usaha ekonomi lainnya. aneka dan cara pengolah 

basil pertanian dan usah 
ekonomi lainnya. 

memberikan pengetahu 
penggunaan sarana pra 
produksipertanian dan usaha 
ekonomilainnya 

a. Pelatihan 
kualitas 
/rembug warga 
mengfungsikan kem 
tradisi lumbung padij'hasi 
pertanian lainnya. 

prasarana 
pertanian dan 
ekonomi lainnya 

merevitalisasi tradisi lumbun 
pa.di Desa; 

b. 

3. bantuan peningkatan 
untuk program dan 
ketahanan pangan Desa 
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a. Pembangunan posyandu/ penyediaan pelayanan 
poskesdes/polindes kesehatan masyarakat Desa. 

e. pembangunan ruang promosi menyediakan ruang promosi 
produk basil pertanian hasil produksi pertanian 

d. pembangunan saran 
prasarana pengolahan has· 
pertanian serta pengad 
mesin penggilingan padi 
mesin penepung biji-bijian 

- memudahkan 
padi/jagung 
pusat 
padi/ jagung; 

- mengurangi biaya produksi 
tinggi pengolahan ha · 
pertanian. 

- mendorong 
masyarakat petani d 
menggunakan pupu 
kandang/kompos/bank 
kompos; 

c. pembangunan dan 
pengembangan 
prasarana pengolahan pup 
kandang/kompos/bank 
kom s. 

b. Pembangunan 
pemeliharaan 
prasarana 
tanaman pangan 

- Mendorong pengemban 
pusat pembibitan tanam 
pangan 

- Mengurangi 
ketergantungan pe 
terhadap bibit pabrikan. 

3. Pengadaan, pembangunan, 
pengembangan dan pemeliharaan 
sarana prasarana kesehatan 
masyarakat. 

- menjamin 
pasokan air 
pertanian. 

- menjaga kualitas bangun 
saluran irigasi. 

2. pengadaan, pembangunan, a. pembangunan dan 
pengembangan dan pemelih pemeliharaan saluran irigasi 
sarana prasarana produksi tersier. 
pemasaran hasil usaha pertanian 

- mendorong kemanfaatan 
daur ulang sampah untuk 
mengurangi pencemaran 
lingkungan 

c. Pengadaan dan pengembang 
sarana prasarana daur ulan 
sampah 

- mendorong masyaraka 
bertanggungjawab terhada 
pengelolaan sampah sec 
mandiri. 

b. pengadaan dan pengembangan 
sa.rana prasa.rana pembuangan 
sampah Desa/ bank sampah 
Desa. 

- meningkatkan 
jalan Desa; 

- memudahkan 
pcrmukiman. 

1. pembangunan, pengembangan d a. pcmbangunan jalan Desa. 
pemeliharaan sarana prasaran 
lingkungan permukiman 

A. Pembangunan Desa 

Tujuan kegiatan Bi dang 

Tipologi : Desa Daratan/Hamparan, Tanaman Pangan/Industri Bahan pangan, 
Berkembang 

Produk Unggulan Pertanian Pangan dan Industri Bahan Pangan (Beras, Jagung) 



pengelola BUM 

- meningkatkan kapasitas 
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c. pelatihan manajemen 
perencanaan 
bisnis dalam pengelolaan 
BUM 

- Memperkuat permodalan 
BUMDesa yang dimiliki 
Desa 

- Meningkatkan keuntungan 
BUMDesa untuk 
penambahan Pendapatan 
Asli Desa 

b. meningkatkan penyertaan 
modal di BUM Desa/BUM 
Desa Bersama. 

1. Dukungan kegiatan ekonomi baik a. pengembangan usaha - meningkatkan akses pasar 
yang dikembangkan oleh perdagangan yang dikelola petani yang dikelola 
BUMDesa/BUM Desa Bersama. oleh BUM Desa/BUM DeSB bersama-sama. 

Bersama. - meningkatkan nilai tambah 
komiditas ekonomi lokal. 

B. Pemberdayaan Masyarakat Desa 

6. Program/kegiatan lainya yang 
sesuai dengan analisis kebutuhan 
dan kondisi Desa yang diputuskan 
dalam musyawarah Desa. 

dan 
air 

banjir 
kualitas menjaga 

tanah. 

- menjaga keberlanjutan air 
permukaan; 

- mencegah 

b. membangun sumur resapan 

Memaksimalkan 
listrik kemanfaatan sumber daya 

tenaga aiam untuk penerangan 
Desa. 

a. membangun rintisan 
tenaga mikrohidro, 
surya, dan biogas 

5. pembangunan dan pengembangan 
sarana prasarana energi barn 
terbarukan serta kegiatan 
pelestarian lingkungan hidup 

situs-situ fl d. memperbaiki bangunan cagar melestarikan 
budaya (misalnya punden, budaya. 
candi, sarkofagus, dan lain- 
lain) 

Penyediaan informasi 
dalam meningkatkan 
pengetahuan masyarakat 
Desa. 

dan Pemenuhan kebutuhan 
pendidikan dasar untuk anak 
balita/ usia dini; 

c. pembangunan 
pengembangan 
seni/musium Desa. 

b. pembangunan dan 
pengembangan perpustakaan 
Desa 

dan - menggerakkan kembali 
taman seni tradisi rakyat Desa; 

- mem.fasilitasi pelestarian 
seni tradisi rakyat dan 
peninggalanbenda-benda 
purbakala dan bersejarah. 

a. Pembangunan 
pengembangan PAUD 

4. Pembangunan, pengembangan dan 
pemeliharaan sarana prasarana 
pendidikan, sosial dan kebudayaan 

c. Pengadaan kebutuhan medis Pemenuhan kebutuhan medis 
(obat- obatan, vitamin, makan dalam mendukung 
tambahan, dan lain-lain kesehatan masyarakat Desa. 
da1am mendukung kesehatan 
masyarakat Desa. 

b. pengadaan alat-alat kesehatan Pemenuhan peralatan 
untuk poskesdes/ polindes kesehatan masyarakat Desa. 



Meningkatkan penyelesaian 
sengket.a hukum dalam 
penggunaan aset Desa. 

Meningkatkan kemampuan 
Desa menyelesaikan sengketa 
hukum secara mandiri tanp 
melalui jalur pengadilan. 

b. pelatihan penyelesaian mediasi 
sengketa hukum berkaitan 
pengelolaan aset Desa sert.a 
penyimpangan penggunaan 
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4. pengorganisasian masyarakat, a. pelatihan paralegal Desa. 
fasilitasi, bantuan ho 
masyarakat dan pelatihan paralegal 
di Desa 

Meningkatkan pengetahuan 
masyarakat tent.ang teknologi 
pengolahan hasil pertanian 
untuk ketahanan pangan. 

b. pelatihan teknologi tepat guna 
pengolaban dan penyimpanan 
bahan pangan basil pertanian. 

3. bantuan peningkat.an 
untuk program dan 
ketahanan pangan Desa 

a. musyawarah/rembug menghidupkan lumbung De 
untuk menfungsikan kem · untuk ketahanan pangan 
tradisi lumbung padij'hasi 
pertanian lainnya. 

- memperkuat kapasitas 
strategi pemasaran 
lokal Desa. 

e, pelatihan e-marketing 
pembuat.an 
pemasaran 
pertanian 

sar. 

d. pameran hasil produksi - mengenalkan 
pengelolahan tanaman pangan kerajinan dan 

rumah tangga 

meningkatkan kemandirian 
petani dalam menyediakan 
pupuk kandang. 

- Menciptakan pendapatan 
tambahan bagi petani ba.gi 

tani 

meningkatkan kuantit.a 
dan kualitas pengolahan 
hasil pertanian 
mcningkatkan nilai tambah 
komiditas ekonomi lokal. 

- Meningkatkan keterampilan 
penduduk di pengolahan 
hasil pert.anian pangan; 

- meningkatkan nilai tambah 
komiditas ekonomi lokal. 

sumber penerimaan 
Desa dengan 
mengembangkan 
kerjasama ant.ar 
BUMDesa; 

- memperluas wilayah 
pasardan 
meningkatkan daya 
t.awar BUMDesa 

- meningkatkan sumber- 

Desa/BUM Desa 
Bersama. 

c. pengadaan induk sapi 
inseminasi buatan yan 
dikelola oleh gabun 
kelompok tani 

b. pembentukan pos pelayan 
teknologi perdesaan untuk 
penerapan teknologi tepa 
guna pengolahan has· 
pertanian tanaman pangan. 

pennodalan, 
peningka 

pelatihan d 

pelatihan pengolahan bah 
pang an 

2. Peningkatan investasi 
Desa melalui 
pengembangan atau 
alat produksi, 
pemasaran dan 
kapasitas melalui 
pemagangan. 

Desa/BUM Desa Bersama. 

d. pengembangan kerjasama 
perdagangan ant.ar BUM 
Desa. 
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b. penam~an bahan-~an - Mencukupi kebutuhar 
promosi dan buku pendidikan informasi dar 
tentang pantai dan laut. pengetahuan wisatawan 

tentang terumbu karang, 

a. membangun panggung hiburan - menyediakan arena untuk 
di ruang publik pantai; atraksi seni budaya di 

kawasan pantai. 

3. pembangunan, pengembangan dan 
pemeliharaan sarana dan prasarana 
pendidikan, sosial clan kebudayaan 

perilaku 
dan 

BAB 

- mengurangi 
masyarakat 
wisatawan 
sembarang 

- memberikan kenyamanan 
fasilitas publik; 

c. pengadaan tambahan ~ melengkapi kebutuhan 
peralatan kesehatan untuk sarana prasarana 
poskesdes. kesehatan. 

- Meningkatkan 
kenyamanan wisatawan. 

- Meningkatkan kesehatan 
warga masyarakat Desa. 

2. pembangunan, pengembangan dan 
pemeliharaan sarana dan prasarana 
kesehatan masyarakat 

a. pembangunan tambahan - Mengembangkan fasilitas 
ruang rawat inap Poskesdes layanan kesehatan untuk 
(posyandu apung/perahu). masyarakat dan 

wisatawan. 
- menyiapkan unit untuk 

penanganan darurat. 

b. rehabilitasi dan pemeliharaan 
jogging track wisatawan. 

- memperkuat tebing/bibir 
pantai lokasi wisata 
pantai; 

- mengurangi ancaman 
abrasi erosi pantai; 

- mengembangkan 
keindahan kawasan 
pandang pantai. 

a. pembangunan tembok laut 
kawasan wisata laut. 

1. pembangunan, pengembangan dan 
pemeliharaan infrastruktur 
lingkungan permukiman 

A. Pembangunan Desa 

b. rehabilitasi dan penambahan 
unit fasilitas jam ban publik. 

Tujuan Kegiatan Bi dang 

Desa Pesisir, Mina-Laut, Mandiri/Maju 
Desa Wisata. 

Tipologi 
Produk Unggulan 

7. program kegiatan lainya 
sesuai dengan kondisi 
telah diputuskan 
Musyawarah Desa. 

6. peningkatan kapasitas 
masyarakat untuk 
terbarukan dan 
lingkungan hidup. 

pelatihan pemanfaatan 
organik rumah tangga 
pertanian serta lim 
peternakan untuk energi biogas 

sosialisasi dampak negatif pupu meningkatkan pencegahan 
kimia terhadap keseha dampak negatif pupuk kimia; 
manusia 

5. promosi dan edukasi keseha 
masyarakat serta gerakan hidu 
bersih dan sehat. 

Meningkatkan pencegahan 
dan penanganan korupsi 

pengembangan enc 
alternatif untuk pengolahan 
basil pertanian. 

keuangan dan aset Desa. 



- mengurangi resiko 
pengikisan panta.i, 
bencana perembesan air 
laut ke sumur warga dan' 
penahan alami bencana 
tsunami; 
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b. pembibita.n/penanaman 
cemara Iaut dan bakau. 

- melestarikan penyu 
- melestarikan terumbu 

karang; 
- meningkatkan 

kemanfaatan asset Desa. 
- Mengembangkan paket 

wisata. ba.hari 
meningkatkan PADes 

- meningkatkan pelayanar. 
transaksi basil Iaut; 

- mengembangkapotensi 
interaksi warga 
wisatawan untuk membeli 
produksi laut segar; 

- Mendorong meningkatnya 
PADes. 

5. pembangunan dan pengembangan a. 
sarana-prasarana energy 
terbarukan serta kegiatan 
pelestarian lingkungan hidup 

c. rehab pasar ikan milik Desa 

- menyediakan ruans 
terbuka yang aman dan 
nyaman bagi kegiatan 
budaya local yang 
memiliki nilai wisata; 

- mendorong interaksi 
sosial dan budaya lokal 
tetap terjaga; 

terumbu karang, penyu, 
ikan danjenis flora/fauna 
laut lainnya terkait paket 
wisata pantai dan laut; 

b. rehabilitasi dan 
tambatan perahu. 

4. pengembangan usaha ekonomi a. 
masyarakat, meliputi pembangunan 
dan pemeliharaan sarana prasarana 
produksi dan distribusi 

c. membangun fasilitas 
penunjang acara tradisi 
"sedekah laut". 

Pelestarian I perlindungan 
penyu dan terumbu karang 

perluasan - membuka akses dan 
Meningkatkan produksi 
tangkapan; 

- meningkatkan pelayanan 
wisata. memancing; 

- mendorong meningkatnya 
PADes. 

membangun pusat budidaya, - mendorong kemampuan 
pembenihan dan keramba ikan nelayan budidaya untuk 
kerapu, konservasi tukik mencukupi kebutuhan 
penyu dan terumbu karang benih dan produksi ikan, 

- mengembangkan tempat 
konservasi dan fasilitas 
paket wisata 

- mendorong meningkatnya 
pendapatan pet.an/ 
nelayan dan sekaligus 
PADes. 



warga menghidupkan kembali 
kembali tradisi ketahanan pangan 

kapasitas musyawarah/rembug 
kegiatan untuk menfungsikan 
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3. bantuan peningkatan 
untuk program dan 

b. pengembangan bisnis dan - Mendorong pemerintah 
pemetaan kelayakan BUMDesa Desa, BPD dan 
dan BUMDesa Bersama. masyarakat Desa 

mengetahui posisi 
strategis unit bisnis yang 
akan dikembangkan 
melalui BUMDesa 
dan/ atau BUMDesa 
Bersama. 

- mendorong tumbuhnya 
minat kewirausahaan 
bagi kalangan pemuda 
Desa. 

pelatihan kewirausahaan Desa 
untuk pemuda. 

2. dukungan kegiatan ekonomi baik a. 
yang dikembangkan oleh BUM Desa 
dan/atau BUM Desa Bersama, 
maupun oleh kelompok dan 
lembaga ekonomi masyarakat Desa 
lainnya. 

- Meningkatkan 
pengetahuan dan kuliner, 

- memproduksi olahan 
basil laut dan sejenisnya 
sebagai penunjang sektor 
wise.ta. 

c. pelatihan kuliner dan 
pengembangan makanan lokal 
sebagai komoditas strategi 
ekonomi-wisata. 

- Meningkatkan 
pengetahuan dan 
keterampilan budidaya 
basil laut dan konservasi. 

Pelatihan benih kerapu, tukik - Mendorong produktivitas 
dan budidaya cemara laut dan ekonomi budidaya laut 
bakau. dan konservasi. 

1. peningkatan investasi ekonomi Dess a. 
melalui pengadaan, pengembangan 
atau bantuan alat- alat produksi, 
permodalan, dan peningkatan 
kapasitas melalui pelatihan dan 
pemagangan 

B. Pemberdayaan Masyarakat Desa 

membuat 
tangan 

- meningkatkan nilai 
ekonom.i bahan baku 
lokal. 

- Meningkatkan 
keterampilan 
kerajinan 
berbahan lokal. 

b. Kursus/pelatihan kerajinan 
tangan berbahan baku limbah 
laut (kerang, kayu, bakau dan 
cemara laut). 

- mengembangkan paket 
wisata bahari 

- meningkatkan PADes 

c. pengadaan sarana prasarana - menyediakan kebutuhan 
pen~elolaan sampah terpadu perlengkapan pengelolaan 
bagi ru~ tangga dan sampah rumah tangga. 
kawasan wisata; _ mengolah sampah dan 

menjadikan nilai guna 
limbah untuk 
pengembangan energy 
dan kepentingan lain. 

6. program kegiatan lainya yang 
sesuai dengan kondisi Desa dan 
telah diputuskan dalam 
Musyawarah Desa dan Musyawarah 
Perencanaan Desa. 
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WIHAJI 

BUPATI BATANG, 

7. program kegiatan lain ya yang 
sesuai dengan kondisi Desa dan 
telah diputuskan dalam 
Musyawarah Desa. 

mendorong berfungsinya 
kembali kelembagaan loka1 
Desa yang merniliki peran 
terhadap produksi dan 
pelestarian lingkungan 
laut. 

b. membentuk/memperbaharui 
kelembagaan lokal untuk 
menjaga kelestarian pantai 
dan laut tennasuk bakau, 
terumbu karang dan wilayah 
tangkap dan pelestarian 
lingkungan laut. 

pelatihan pengolahan hasil membekali keterampilan 
laut dan pantai untuk petani pengolahan sumber daya 
budidaya dan nelayan laut dan pantai untuk para 
tangkap; petani dan nelayan 

6. dukungan terhadap 
pengelolaan pantai 
kepentingan Desa; 

pantai; 
- paket wisata. 

- mencari bakat anak-anak 

b. lomba melukis/menulis - mengenalkan pola hidup 
keindahan alam dan hidup bersih sejak dini kepada 
bersi dan sehat "anak pantai". anak dan orang tua; 

- Mengangkat keunggulan 
ekonomi menu laut; 

- sebagai ruang promosi 
produk olahan makanan 
berbasis potensi local; 

- mendorong gaya hidu 
sehat ala pesisir, 

a. festival makanan olahan basil 
Laut 

5. promosi dan edukasi kesehatan 
masyarakat serta gerakan hidup 
bersih dan sehat 

melatih keterampilan bagi 
warga Desa ten tang 
penyelesaian sengketa aset 
di Desa. 

b. pelatihan penyelesaian mediasi 
sengketa aset di Desa un tuk 
warga Desa. 

4. pengorganisasian masyarakat, a. pelatihan paralegal 
fasilitasi, bantuan hukum 
masyarakat dan pelatihan paralegal 
di Desa 

ketahanan pangan tradisi lurnbung 
pertanian lainnya. 

melatih keterampilan warga 
Desa untuk rnemetakan 
dan menyelesaikan 
masalah melalui jalur di 
luar pengadilan. 

padi/hasil dengan mengernbangkan 
lumbung padi. 

kegiatan a. 
untuk 


